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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi telah menjadi salah satu ciri paling mencolok 

dari abad ke-21. Perkembangan teknologi tidak hanya memengaruhi aspek-

aspek kehidupan pribadi dan bisnis, tetapi juga telah mengubah sektor 

pemerintahan secara fundamental. Pemerintah semakin mengadopsi teknologi 

untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada warga 

negara. Perangkat pintar yang semakin cerdas dan terhubung secara digital 

telah meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.  

Tren teknologi yang tengah berlangsung saat ini semakin 

mengintegrasikan dirinya dengan beragam sektor, baik di sektor publik 

maupun swasta, menciptakan peluang untuk pengembangan aplikasi dan 

layanan yang baru, dengan tujuan meningkatkan efisiensi penyampaian output 

kepada berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat. Transformasi 

ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam bagaimana masyarakat dan 

organisasi beradaptasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk 

menghadapi tantangan sosial dan ekonomi modern.  

Transformasi digital telah memainkan peran yang sangat penting dalam 

reformasi dan modernisasi dokumen kependudukan. Dengan adanya Revolusi 

Industri 4.0 dan Society 5.0, serta perkembangan teknologi seperti IoT, Big 

Data, AI, dan robotika, sektor administrasi kependudukan juga telah 

mengalami transformasi yang signifikan. (Pangandaheng et al., 2022)
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Penelitian Mergel, et al. (2019) menyatakan bahwa untuk memenuhi 

harapan masyarakat akan layanan digital yang real-time, pemerintah harus 

meningkatkan standar operasional agara layanan publik menjadi lebih efisien 

dan efektif, dengan tujuan utama untuk mencapai transparansi. Transformasi 

digital di sektor publik mengembangkan strategi transformasi digital yang 

komprehensif untuk organisasi mekibatkan lebih dari sekadar membuat 

formulir online atau bertransisi dari layanan analog ke digital. Transformasi 

digital berdampak pada pemangku kepentingan internal dan eksternal, 

sehingga memerlukan peningkatan proses, layanan, dan produk yang 

berkelanjutan untuk memenuhi kebetuhan eksternal.   (Pangandaheng et al., 

2022) 

Indonesia terus mendorong percepatan teknologi dalam proses 

administrasi negara dengan tujuan meningkatkan kinerja pelayanan dan tata 

kelola yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta 

memungkinkan pengambilan kebijakan publik yang lebih cepat (Mahmood, 

2016). Salah satu langkah dalam kerangka kebijakan e-government adalah 

transformasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik menjadi IKD Digital.  

Pemerintah kota Palembang melalui dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil yang diatur dalam peraturan walikota nomor 55 tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang memiliki fungsi 

sebagai perangkat daerah yang menjalankan administrasi kependudukan. Salah 

satunya ialah menjalankan kebijakan tentang identitas kependudukan digital. 
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Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia No. 72 Tahun 2022 mengenai Standar Dan Spesifikasi 

Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital melalui 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah menetapkan 

target bahwa 25% dari total populasi penduduk, yang berjumlah 275.361.267 

jiwa, akan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Seluruh 

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota diberikan tanggung 

jawab untuk mendorong masyarakat mereka untuk beralih ke penggunaan KTP 

Digital. Sejalan dengan upaya ini, Kementerian Dalam Negeri RI telah 

melaksanakan pengembangan aplikasi kependudukan digital. Digitalisasi ini 

diharapkan data kependudukan dapat terintegrasi dan digunakan dalam 

berbagai bidang, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, pariwisata, 

transportasi, dan logistik. 

Penerapan teknologi ini dalam dokumen kependudukan telah 

memungkinkan penciptaan identitas kependudukan digital yang lebih canggih. 

Misalnya, IoT dapat digunakan untuk mengumpulkan data penduduk secara 

real-time, yang dapat digunakan untuk memperbarui informasi identitas 

penduduk dengan lebih cepat dan akurat. Big Data dan AI memungkinkan 

analisis yang lebih mendalam terhadap data kependudukan, membantu 

pemerintah dalam perencanaan kebijakan yang lebih cerdas dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi dalam 

dokumen kependudukan juga meningkatkan keamanan dan keandalan data. 
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Data pribadi yang sensitif dapat dienkripsi dan disimpan dengan lebih aman, 

mengurangi risiko penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. 

Dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, transformasi digital 

memungkinkan pengembangan aplikasi dan sistem yang memudahkan warga 

dalam mengakses informasi kependudukan, mengajukan permohonan, atau 

melakukan perubahan status. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan 

kenyamanan pelayanan publik yang berkaitan dengan dokumen kependudukan. 

Dengan demikian, transformasi digital telah membantu meningkatkan kualitas 

dan efisiensi dalam pengelolaan dokumen kependudukan, membantu 

pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, serta 

memberikan kemudahan akses dan penggunaan identitas kependudukan oleh 

masyarakat secara lebih luas. 

Aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) adalah salah satu 

implementasi konkret dari kebijakan identitas kependudukan digital yang 

mencerminkan pemanfaatan teknologi dalam administrasi kependudukan. 

Aplikasi ini berperan sebagai wadah atau alat untuk memfasilitasi penggunaan 

identitas digital oleh warga negara.  

Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 13 Ayat (2) tentang KTP-el berbentuk 

digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Identitas 

Kependudukan Digital yang merepresentasikan penduduk dalam aplikasi 

digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk dan 

memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan. Kemudian 

pada pasal 16 Ayat (3) yaitu Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal melalui 

pelayanan secara daring dan sejalan pula dengan visi dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yaitu “Terwujudnya 

Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Go Digital Dalam Rangka 

Mendukung Palembang Emas Darussalam 2023” dan juga misi nya yaitu 

“Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam Pelayanan 

Administrasi Kependudukan” 

               Gambar 1. 1 Tampilan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

 

Sumber: Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Playstore) 

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dirancang sebagai 

tanggapan terhadap perkembangan teknologi yang cepat dan perubahan dalam 

administrasi kependudukan. Salah satu alasan utama di balik pembuatan dan 

penerapan IKD kepada masyarakat adalah meningkatkan efisiensi dan 

transparansi dalam pengelolaan data penduduk. Proses manual yang 

konvensional sering kali memakan waktu dan berisiko menghasilkan 

kesalahan, sementara teknologi digital, seperti IKD, memungkinkan 

pembaruan data secara real-time, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan 



6 

 

 

 

meningkatkan tingkat transparansi serta tujuan lainnya ialah dapat mengurangi 

pengeluaran anggaran negara mengenai blanko KTP-el. Selain itu, penggunaan 

IKD juga mampu mengamankan data pribadi masyarakat dengan lebih baik, 

melindungi privasi mereka dari potensi pelanggaran yang dapat terjadi dalam 

sistem tradisional. 

Selain itu, penerapan IKD juga bertujuan untuk meningkatkan 

aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Dengan IKD, pemerintah dapat 

memberikan akses yang lebih mudah bagi warga untuk mengelola informasi 

kependudukan mereka sendiri. Ini membantu mempermudah proses pengajuan 

permohonan administrasi kependudukan, mengakses layanan kesehatan, 

pendidikan, atau keuangan, dan memberikan kemudahan akses ke berbagai 

layanan publik lainnya. Dengan begitu, penerapan IKD tidak hanya membawa 

manfaat dalam administrasi kependudukan yang lebih efisien, tetapi juga 

memberikan masyarakat lebih banyak kontrol atas identitas mereka sendiri 

serta akses yang lebih mudah ke berbagai layanan publik yang mereka 

butuhkan.  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang telah 

melakukan rekapitulasi data terkait registrasi identitas kependudukan digital 

(IKD) yang dibagi berdasarkan zona. 
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Tabel 1. 1 Data Rekapitulasi Registrasi IKD 2023 

 

Sumber: Diolah oleh penulis dari Data Registrasi IKD oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Palembang 

 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuatif dalam 

pengaktivasian IKD dimana pengativiasian tertinggi terjadi pada bulan Maret 

sebanyak 1290 pengaktivasian IKD dan terendah terjadi pada bulan mei yaitu 

sebanyak 474 pengaktivasian IKD. Adapun data kependudukan tahun 2023 

dapat disajikan sebagai berikut : 

Tabel 1. 2 Jumlah Data Penduduk Kota Palembang Tahun 2023 

 

Sumber: Diolah oleh penulis dari Data Jumlah Penduduk oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang 
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Dari kedua tabel diatas jika kita bandingkan antara jumlah penduduk 

yang sudah aktivasi IKD sebanyak 4733 jiwa dibandingkan dengan jumlah 

penduduk wajib KTP sebanyak 1. 257.773 jiwa maka persentase aktivasi IKD 

hanya sebesar 0,38% dari target nasional sebesar 25%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa aktivasi IKD di kota Palembang masih rendah.  

Masalah-masalah yang dihadapi dalam implementasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) di Kota Palembang disusun menjadi beberapa 

aspek penting yang memengaruhi kelancaran dan kesuksesannya. Pertama, 

terdapat kendala dalam integrasi data di antara lembaga-lembaga pengguna 

data dan kolaborasi antar lembaga. Salah satu isu yang seringkali muncul 

adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, seperti alat scanner 

yang belum tersedia di beberapa lembaga. Hal ini menjadi hambatan dalam 

mengumpulkan dan mengintegrasikan data penduduk secara efisien, sehingga 

proses pembuatan identitas digital menjadi terhambat. Kedua, terdapat 

permasalahan di tingkat masyarakat yang juga memengaruhi implementasi 

IKD. Masih sering dijumpai warga yang belum memiliki smartphone atau jika 

pun memiliki, spesifikasinya tidak memenuhi persyaratan untuk menginstal 

aplikasi IKD. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses ke identitas 

digital, yang dapat menjadi kendala serius dalam upaya meningkatkan layanan 

publik dan partisipasi warga dalam proses administrasi kependudukan. Ketiga, 

fitur-fitur dalam aplikasi IKD masih belum lengkap. Salah satu contohnya 

adalah kemampuan cetak mandiri oleh masyarakat yang saat ini masih terbatas, 

sebagian karena alasan keamanan data penduduk. Meskipun sedang dalam 
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masa perkembangan, kekurangan dalam fitur-fitur kunci seperti ini dapat 

mempengaruhi keefektifan aplikasi dan penerimaan masyarakat terhadap IKD. 

Dalam mengatasi masalah-masalah ini, perlu adanya kolaborasi antara 

berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga terkait, dan sektor 

swasta, untuk memastikan integrasi data yang lebih lancar, aksesibilitas yang 

lebih baik, dan pengembangan aplikasi yang lebih lengkap. Peningkatan 

infrastruktur teknologi dan literasi digital juga menjadi penting agar seluruh 

masyarakat dapat memanfaatkan IKD dengan efektif dan merasa percaya 

terhadap keamanan data mereka. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, 

implementasi IKD dapat menjadi lebih sukses dalam mendukung administrasi 

kependudukan yang modern dan efisien.  

Dalam rangka perkembangan teknologi abad ke-21, transformasi 

digital, khususnya Identitas Kependudukan Digital (IKD), telah meningkatkan 

efisiensi dan transparansi layanan publik. Namun, tantangan seperti integrasi 

data yang belum optimal dan aksesibilitas yang terbatas perlu diatasi. Kerja 

sama antara pemerintah, lembaga terkait, dan sektor swasta serta peningkatan 

infrastruktur teknologi dan literasi digital menjadi kunci keberhasilan dalam 

mewujudkan administrasi kependudukan yang modern dan inklusif. 

Transformasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam adaptasi 

masyarakat terhadap teknologi, membantu meningkatkan layanan publik, dan 

memenuhi harapan warga akan layanan digital yang efisien dan transparan. 

Transformasi digital di sektor publik bukan hanya sekadar perubahan 

digitalisasi, melainkan pendekatan organisasi komprehensif yang memerlukan 
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penyesuaian terus-menerus dalam proses, layanan, dan produk untuk 

memenuhi kebutuhan eksternal. 

Berdasarkan hasil penemuan tersebut, membuat penulis sangat tertarik 

dalam melakukan penelitian pada efektivitas penggunaan aplikasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD).  

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Penggunaan 

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Palembang?”  

1.3 Tujuan 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah “Untuk menganalisis Efektivitas dari Penggunaan Aplikasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) di Kota Palembang” 

1.4 Manfaat 

 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, 

adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagai bahan 

pengkajian mengenai ilmu administrasi  publik dan memberikan kontribusi 

terhadap penelitian lain yang melakukan penelitian mengenai “Efektivitas 

Pengunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Palembang” 

  

2. Manfaat secara praktis 
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Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran 

bagi semua pihak yang bersangkutan mengenai “Efektivitas Pengunaan 

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Palembang” 
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